BAB Ik

LANDASAN TEORI

2.1 Tinjauvan Pajak

2.1.1 Pengertian Pajak

Pajak adalah juran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-
undang (sehingga dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat balas jasa
secara langsung, Pajak dipungut berdasarkan norma-norma hukum guna
renutup biaya produksi ‘&mmngfbamng dan jasa kolektif untuk mencapai
kesejahteraan wmun.

Jadi, Pajak merupakar: hak prerogatif pemerintah, luran wajib yang
dipungut oleh pemerintah dari masyarakat (wajib pajak) uniuk menutupi
pengeluaran rutin negara dun hiaya pembangunan tanpa balas jasa yang
dapat ditunjuk secara langsing berdasarkan undang-undang.

Ada bermacam-macara batasan atau definisl tentang pajak menurut
para ahli diantaranya adalal: -

Rochmat Soemitro (2009,1) menyatakan : “pajak adalah iuran
rakyat kepada Kas Negara herdasarkan undang-undang (yang dapat
dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang
langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan uniuk membayar
pengeluaran umum.”

Waluyo (2008,2) menyatakan : “Pajak adalah juan kepada negara (yang
dapat dipaksakan) yang teratang oleh yang wajib membayarnya menurut

peraturan-peraturan dengan tidak mendapat presiasi kembali, yang langsung
dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-
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pengeluaran  umum perlwbung  dengan  tugas Negara untuk
menyelenggarakan pemerintahan.”

Pajak menurut Pasal | il No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan
wmum dan tata cara perpajakan adalab “kontribusi wajib kepada negara
vang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa
berdasarkan Undang Undeng. dengan tidak mendapat timbal balik secara
langsung dan digunakari antul keperluan negara bagl sebesar-besarnya

kemakmuran rakyat.”

Dari definisi tersebut, dapar diuraikan beberapa unsur pajak, antara lain :

1. Pajak merupakan iusan dari rakvat kepada negara.

2. Yang berhak memungii pajak adaleh negara, baik melalui
pemerintah pusat maupun peinerintah daerah.

3. Turan yang dibayarkan berupa uang, bukan barang.

4, Pajak dipangut besrdasarkan Undang-undang. Sifat pemungutan
pajak adalah dipaksakan berdasarkan kewenangan yang diatur oleh

Undang-undang beserta aturan pelalsanaannya.

i

Tidak ade kontrapresizsi secara langsung oleh pemerintah dalam
pembayaran pajak.

6. Digunakan untuk membiayal pengeluaran negara.
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2.1.2 Fungsi Pajak

Terdapat beberapa fungsi pajak. antara fain yaita :

I.

2

Fungsi Penerimaan (Bm{aget@i}

Sebagai alat (sumber) uniuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya
ke dalam kas negara {ies"lgaﬁ tujuan untuk membiayai pengeluaran
negara, yaitu pengeluaran ;‘a.ﬁgin dan pembangunan.

Fungsi Mengatur (Regular) :

Sebagai alal untuk zras::;*u:&pai tujuan-tujuan tertentu diluar bidang
keuangan, misalnya bidang ekonomi, politik, budaya, pertahanan
keamanan, seperti

a. Mengadakan pembamm%pcrubaiwn farif.

b. Memberikan pengmuaiE&n—pcngecuaiian, keringanan-keringanan

atau sebaliknya, vang ditunjukan kepada masalah tertentu.

2.1.3 Syarat Pemungutan Puajak

Agar pemungutan  pajak ‘tidak menimbulkan hambatan atau

perlawanan, maka menuru Waluyo (2008:20) pemungutan pajak harus

memenuhi syarat sebagai berikut :

1.

Pemungutan pajak harus ad;%i (syarat keadilan)

Sesuai dengan tujuan hulgum, yakni mencapai keadilan. Undang-
undang dan pela}ﬁ;s&maam: pemungutan harus adil. Adil dalam
perundang-undangan cf‘ziam;;manya mengenakan pajak secara umum
dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing.

Sedang adil dalam peiaksanaannya yakni dengan memberikan hak
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bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam
pembayaran dan mengajukan banding kepada pertimbangan Pajak.
Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (syarat yuridis)
Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini
memberikar jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik
Negara maupun warganya.

Tidak mengganggu perekonomian (syarat ckonomi)

Pemungutan tidak boleh menggangg kelancaran kegiatan produksi
maupun perdagangan, sehingga  tidak menimbulkan kelesuan
perekonomian masyarakat,

Pemungutan pajak hagus efisien (syarat finansial})

Sesuai fungsi budgeteir, biaya pemunguten pajak harus dapat ditekan
sehingga lebih rencah dart hasil pemungutannya.

Sistem peraungutan pajek harus sederhana

Sistem perpunguian sederhana akan memudahkan dalam mendorong
masyarakat untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini

telah dipeauhi oleh undang-undang perpajakan yang baru.

2.1.4 Sistem Pemungutan Pajak

1.

Self Assessment System:
Self Assessment System adalak suatu sistem pemungutan pajak, yang
wajit pajak menentukar sendiri jumlah pajak yang terutang sesual

dengan ketentuan undang-undang perpajakan. Dalam tata cara ini
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kegiatan pemungutan pajak diletakkan kepada akiivitas masyarakat
sendiri, yang wajib pajak diberi kepercayaan untuk

a. Menghitung sendiri pajak yang terutang.

b. Memperhitungkan sendiri pajak yang terutang.

. Membayar sendiri jumlah pajak yang harus dibayar.

d. Melaporkan sendisi jumlah pajak yang terutang.

Tata cara ini berhasit dengan baik kalau masyarakat sendiri
mempunyai pengetahin afi;an disiplin pajek yang tinggi.
Cirri-ciri sistem self assessment adalah :
a. Adanya kepastian bukem.
b. Sederhana perhitunganuya.
¢. Mudah pelaksanzamnya.
d. Lebih adil dan meraia.
e. Perhitungan pajak dilakukan oleh wajib pajak.
Official Assesmeni
Official Assesmerit adalah suatu sistem pemungutan pajak, yang
aparatur perpajakan mengatur sendiri (di luar wajib pajak) jumlah
pajak yang terutang. |
Dalam sistem ini inisiatif dan kegiatan dalam menghitung dan
pemungutan pajak sepci uhnya ada pada aparatur perpajakan.
Sistem iri akan berhasil dengan baik kalau aparatur perpajakan baik

kualitas rhaupun kuantitasnya telah memenuhi kebutuhan.
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3. Witholding Systemn
Witholding System adalah suatu system pemungutan pajak, yang
perhitungan besarnya pajak. yang terutang oleh seorang wajib pajak

dilakukan oleh pibak ketiga.

Untuk mencapai target penerimaan, Pemerintah telah melakukan
berbagai perubahan diamaranya yaitu reformasi perpajakan (Tax
Reform), langkah tersebut diawali pada tahun 1984. Program ini telah
mengubah sistem  perpajukan Indonesia, dari Official Assessment
menjadi Self Assessment yang digunakan saat ini.

Agar pelaksanaan sistem Self Assessmenl dapat berjalan dengan
baik, maka keterbukazn dan penegakan hokum (Law Enforcement)
menjadi hal yang sangat penting. Disini peran aktif wajib pajak dalam
melaksanakan hak dan kewajiban perpajakanmya sesuai dengan
peraturan  perundang-uncangan  yang berlaku, dengan demikian

peningkatan pendapatan negasa dari sektor pajak dapat meningkat.

2.1.5 Jenis Pajak

Di Indonesia pajak dikelompokan menurut beberapa kategori, yaitu
menurut  golongaannya. menurut  sifatnya dan menurut lembaga
pemungutnya.

1. Jenis Pajak Menurut Golongannya
a. Pajak langsung, vaitu pajek yang pembebanannya tidak dapat

dilimpahkan kepacda pihak lain. Contoh: PPh
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b. Pajak Tidak Langsuag. vaitu pajak yang pembebanannya dapat
dilimpatkan ke pibalk lain. Contoh : PPN
2. Jenis Pajak menurut Sifainya
a. Pajak Subjektif, yaitu pajak yang didasarkan atas keadaan
subjeknva, memperhatikan keadaan diri wajib pajak yang
selanjutnya dicari syarat obyektifnya {memperhatikan keadaan
wajib pajak) . Contch : PPh
b. Pajak objektif, yait pajek yang berpangkal pada objeknya, tanpa
memperhatikan diri wajib pajak. Contoh : PBB, PPN
3. Jenis Pajak Menurut Lembaga Pemungutnya
a. Pajak Negara (pajak pusat). yaitu pajak yang dipungut oleh
pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai pengeluaran
negara. Contoh : PI'H, PPN, PPaBM
b. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah
daeran dan digurekan uniuk membiayai pengeluaran daerah.

Contoh : pajak keadaraan bermotor (PKB).

2.2 Tinjauan Pajak Bumi dan Bangunan
2.2.1 Dasar Hukum PBB
Dasar hukum Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah Undang-
undang No. 12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-

undang No. 12 Tahun 1994
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Asas Pajak Burni dan Bangunan

1.

o

L)

Memberikan kemudahan dan kesederhanaan
Adanya kepastian hukur
Mudah dimengerti dan adil

Menghindari pajak berganda

Undang-undang dan Peraturan serta Keputusan-keputusan yang

mengatur pemungutan PBS

i.

i~

Undang-undang Neo. 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan
Bangunan ssbagaimana ielsh diubah dengan Undang-undang No. 12
Tahun 1994,

Peraturan Pemerinteh MNo. 46 Tahun 1985 tentang persentase Nilai
Jual Kena Pajak pada Pajak Bumi dan Bangunan.

Keputusan Menteri keuangan No. 1002/KMK.04/1985 tentang tata
cara pendaftaran objek %ﬁ’aja%%; Bumi dan Bangunan.

Keputusan Menter: Fé,.eusmgan No. 1003/KMK.04/1985 tentang
penentuan klasifikasi dan Eesamya Nilai Jual Objek Pajak sebagai
dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan.

Keputusan Menteri Keuangan No. 1006/KMK.04/1985 tentang tata
cara penagihan Pajak Bumi dan Bangunan dan penunjukan pejabat
yang berwenang mezng;@lu&fkan surat paksa.

Keputusan Menteri Iﬂ;..cimx;ngm1 No. 1007/KMK.04/1985 tentang

pelimpahan wewenang penagihan Pajak Bumi dan Bangunan kepada



Gubernur Kepala Daerah Tingkat | dan/atau Bupati/Walikota Madya
Kepala Daerah Tingkat il.

7. Keputusan Gubernur KDK] Jakaria No. 186 Tahun 1939 tentang
petunjuk pelaksanaan pemungutar Pajak Bumi dan Bangunan di
wilayah DK1I Jakarta.

8. Peraturan pelaksanaan amnya.

2.2.2 Pengertian PEB

Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak negara yang dikenakan
terhadap bumi dan bangunan (UU INo. 12 Takun 1985 sebagaimana telah
diubah dengan UU No. 12 Tahun 1994), merupakan pajak yang bersifat
kebendaan atau pajak yang bersifat objektif dalam arti besarnya pajak
yang terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi/tanah dan atau
bangunan. Keadaan subjek pajak (siapa yang membayar pajak) tidak ikut

menentukan besarnya pajak yang terutang.

2.2.% Objek Pajak Bumi dan Banguanan
Sebagaimana yasg tercantum dalam pengertian Pajak Bumi dan
Bangunan maka yang mergadi objek pajak adalah bumi dan bangunan.
{. Bumi : Permukaan bumi {tanah dan perairan) dan tubuh bumi yang
ada dibawahnya. Permukasn bumi meliputi tanah dan perairan

pedalaman (termasuk rawa-rawa tambak perairan) seita laut Wilayah
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Republik Indonesiz. Contoh : sawah, ladang, kebun, tanah.

pekarangan, tambang,. dil.

b2

Bangunan : Konstruksi tcknik yang ditanamkan atau dilekatkan

secara tetap pada fanah dan/atau perairan untuk tempat tinggal,

tempat usaha, dan tempat yang diusahakan. Yang dimaksud dengan
bangunan meliputi :

a. Jalan lingkungar vang terletak dalam suatu komplek bangunan,
seperti hotel, pabrik. dan emplasmennya, dan lain-lain yang
merupakan satu keszluan dengan komplek bangunan tersebut.

b. Jalan tol.

¢. Kolam repang.

d. Pagar mewah, taman m&:;wah.

e. Tempat olahraga |

f.  Galangan kapal/dermaga

g. Tempat penampungun/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak.

h. Fasilitas lain yang memberikan manfaat.

2.2.4 Objek PBB yang Dikecualikan
Pada dasarnya seniua tm*is,;zh dan bangunan yang berada di wilayah
negara kita ini bisa dimasukkan sebagai “objek Pajak”. Namun terhadap
tanah dan bangunan terteni dapat dikecualikan atau tidak dikenakan

pungutan Pajak Bumi dan Baugé.man\ Adapun objek pajak atau tanah dan



19

bangunan yang dikecualikan/tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan

itu adalah sebagai berikut :

L.

i~

Objek vang digunaken semata-mata untuk melayani kepentingan
umum dibidang ibadsh, sosial, keschatan, pendidikan dan
kebudayaan nasional yang tidak dimaksudkan memperoleh
keuntungan, seperti pesantren atau sejenisnya, mesjid, gereja, tanah
wakaf, rumah sakit pemerintab, sekolah/madrasah, panti asuhan,
candi, dan lain-lain.

Objek yang digunakan urituk kuburan, peninggalan purbakala atau
yang sejenis dengan itu seperti musium.

Objek vang merupakan hutan lindung, suaka alam, hutan wisata,
taman nasional, tanah g}@mgembalaan yang dikuasai oleh desa dan
tanah negara vang belum débebani sesuatu hak dan lain-lain.

Objek vang digunskan oleh perwakilan diplomatik atau konsulat
berdasarkan asas perlakvan timbal balik. Artinya bila tanab/gedung
perwakilan RI dinegare tertentu tidak dikenai PBB, hal yang sama
kita perlakukanterhadap tanah/gedung negara tersebut yang ada
disini.

Obijek yang digunakan oleh perwakilan organisasi internasional yang

ditentukan oleh Menteri Keuvangan.
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2.2.5 Subjek Pajak Bumi dan Bangunan

Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata :

I

2.

Mempunyai snatu hzk atas bumi, dan/atau
Memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau
Memiliki, menguaszai atzs bangunan, dan/atau
Memperoleh manfaat atas bangunan.

Hal ini berarti bahwa tanda pembayaran/pelunasan pajak bukan

merupakan bukti kepemilikan. Pajak Bumi dan Bangunan melekat pada

pemiliknya meskipun dapat dialihkan kepada penyewanva atau pihak

tain. Jika suatu objek pajek belum diketahui secara pasti siapa wajib

pajaknya, maka yang menjadi subjek pajak dapat ditunjuk oleh Dirjen

Pajak.

2.2.6 Hak-Hak yang Dimiliki Oteh YWajib Pajak

L.

Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan

Jika wajib pajak tidak sanggup/tidak mampu membayar PBB dengan
alasan seperti tidak marpu, dan lain sebagainya dapat memohon
pengurangan ke KPBB atau KPP Pratama. Surat permohonan
pengurangan Pajak disumpaikan selambai-lambatnya 3 bulan sejak
diterima SPPT PRE. Jika dalam 3 bulan sejak permohonan
pengurangan diterirma i‘;&:hﬁm ada jawaban, maka permohonan wp

dianggap diterima / dikabulkan. Permohonan pengurangan pajak
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bumi dan bangunan tidiak mengurangi atau menunda waktu

pembayaran atau pelunasan PBB.

T
H

Keberatan Pajak Bumi Dian Qangunan

Bila menurut wajib pajak ada yang tidak sesuai antara data seperti
NJOP, luas tanah dan ateu gbzmgunan pada SPPT yang diterimanya,
maka dapat mengajukasn ke&%bemtan ke KP PBB atau KPP Pratama.
Surat pengajuan atas Leberatan wajib pajak atas SPPT yang diterima
paling lambat diajukan 3 i)%ﬁiﬁml sejak SPPT PBB diterima WP. KPBB
/ KPP Pratama memiliki i:%atas waktu 12 bulan atas keberatan wajib
pajak atas SPPT yang diterima. Jika dalam tempo 12 bulan tidak ada

jawaban maka keberatart WP dianggap diterima / dikabulkan.

2.2.7 Tarif Pajak Bumi dan Bangunan

Berdasarkan Und&ng«ﬁmﬁiaug Nomeor 12 Tahun 1985 sebagaimana
telah diubah dengan Undung-ndang Nemor 12 Tahun 1994, Pajak
Bumi dan Bangunan nwmpanﬁzi tarif tunggal (single tarif) sebesar 0,5%
dari Nilai Jual Objek Pajak {E\E}OP). Untuk menghitung nilai pajak
terutang Pajak Bumi dan iﬁ%a;aﬁgxman / PBB dilakukan dengan cara
mengalikan tarif efektif (im‘;gzm? nilai jual obyek pajak setelah dikurangi
Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP). Besarnya Pajak
Sumi dan Bapgunan vang h@rus dibayar setiap tahunnya bisa jadi
berfluktuatif, tergantung dari ;ada tidaknya kenaikan atau penurunan

harga jual properti tersebut vang tercermin dari naik-turunnya NJOP
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vang tercantum dalam Suret Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT)

Pajak Bumi dan Bangunan.

2.2.8 Dasar Pengenaan PBB

Yang menjadi Dasar pengenaan PBB adalah "Nilai Jual Objek

Pajak (NJOP)" vang mempunyai pengertian sebagai berikut :

L.

~J
H

Harga rata-rata vang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi
secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli.

NJOP ditentukan melslui perbandingan harga dengan objek lain
yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau nilai jual objek pajak

pengganti.

Berdasarkan pengertian MIOP tersebut terdapat 3 pendekatan penilaian

yang dapat dilakukan uniuk menentukan besarnya NJOP yaitu :

L.

§\.}

Pendekatan Data Pasay jf::@it;: menentukan nilai suatu objek (properti)
dengan jalan membandingkan objek yang dinilai dengan objek lain
yang sejenis yang telah diketahui nilal jualnya.

Pendekatan Biaya vaiin menentukan nilai suatu objek (properti)
dengan jalan menghitung seluruh biaya yang dikeluarkan untuk
memperoleh objek tersebut.

Pendekatan Pendapatan yaééu menentukan nilai suatu objek (properti)
dengan jalan meng :api%:aziémikan pendapatan bersih dari objek

tersebut dengan suatu iingkat kapitalisasi tertentu.
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NIOP ditetapkan olel: Menter: Keuangan setiap 3 tahun, kecuali
daerah tertentu setiap tahun sesuai dengan perkembangan sosial dan

ckonomi setempat.

2.3 Mekanisme Menghitung PBB
2.3.1 Dasar Perhitungan PEB
Yang menjadi dasar perhitungan PBB adalah Nilai Jual Kena Pajak
(NJKP) yaitu suatu persentase tertentu dari nilai jual scbenarnya.
Berdasarkan UtJ PBB, NJkP ditentukan serendah-rendahnya 20% (dua
puluh persen) dan setinggi-tingginya 100% (seratus persen) dari NJOP.
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2002 tanggal 13
Mei 2002 ditetzpkan bahwa besarnya NJKP ditetapkan scbesar :
1. Obijek pajak perkebunan, kehutanan dan pertambangan sebesar 40 %
(empat puluh perser: ) dari Nilai jual Objek Pajak.
2. Objek pajak lainnya :

a. Sebesar 40 % ( empal puluh persen ) dari Nilai Jual Objek Pajak
apabila Nilai Jual Objek Pajaknya Rp 1.000.000.000,00 (satu
milyar rupiah ) atau lebih.

b. Sebesar 20 % (dua puluh persen } dari Nilai Jual Objek Pajak
apabila Nilai Jual | Pajak Objeknya kurang dari Rp

1.000.000.000,00 {satu milyar rupiah).
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2.3.2 Nilai Jual Objek Pajak (NJOP)

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), yaitu harga rata-rata yang

diperoleh dari transaksi juai befi yang terjadi secara wajar. Apabila tidak

terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga

dengan objek lain yang sejenis, nilai perolehan baru, atau NJOP

pengganti.

Yang dimaksud dengan :

L.

Perbandingan harge dengan objek lain yang sejenis, adalah suatu
pendekatan/metode perentuan nilai jual suatu objek pajak dengan
cara membandingkanmya dengan objek pajak lain yang sejenis yang
letaknya berdekatan dan fungsinya sama dan telah diketahui harga
jualnya.

Nilai perolzhan baru, adzlah suatu pendekatan/metcde penentuan
nilai jual suatu obyek pajzk dengan cara menghitung seluruh biaya
yang dikeluarkan untuk memperoleh obyek tersebut pada saat
penilaian dilakukan, yany dikurangi dengan penyusutan berdasarkan
kondisi fisik obyek tersebu.

NJOP pengganti, adalah suatu pendekatan/metode penentuan nilai
jual suatu obyek pejak yarg berdasarkan pada hasil produksi obyek

pajak tersebut.
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2.3.3 Nifai Jueal Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP)

Di dalam pengenaan PBI terdapat suatu batas minimal NJOP yang
menurut ketentnan UU tidak dikenakan pajak yang disebut Nilai Jual
Objek Pajak Tidak Kena Pajsk (MJOPTKP). Berdasarkan Keputusan
Menteri Keuangan No: 201/KMEK.04/2000 tanggal 6 Juni 2002
ditetapkan batas NJOPTKP maksimum sebesar Rp 12.000.000,- (dua
belas juta rupiah) per Wajib Pajak dan ditetapkan secara regional.
Besarnya NJOPTKP uniuk setiap daerah kabupaten/kota, ditetapkan oleh
Kepala Kanwil Ditjen Pajak atas nama Menteri Keuangan berdasarkan
pendapat Pemda setempat. Apebila seorang wajib pajak memiliki
beberapa objek pajak, maka yang diberiken NIOPTKP hanya salah satu
objek pajak yang mempuryai ailai jual paling besar. Sedangkan objek
pajak lainnya tetap dikepakan sccard penuh tanpa dikurangi dengan

NJOPTKP.

2.3.4 Cara Menghitung PB3
Dari beberapa parameter yang telah disebutkan di atas maka
besarnya PBB terutang dapat sﬁihiiung dengan menggunakan formula :
PBB = Tarif x NJKP 1 (MJUP ~ NJOPTEP)
=0,5% x 20% x (NJOP — NJOPTKY)

= 0,5% % 40% X (NJOF — NJOPTKP)
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2.3.5 Contoh Perhitungan P83
(. Amir memiliki tanah dan bangunan dengan rincian sebagai berikut :
Luas tanah : 500m2; nilai tanah : Rp. 90.000.000,-
Luas bangunan : 150mZ; nilai bangunan : Rp.37.500.000,-
Hitung besarnya PBBE m.as: tanah dan bangunan Pak Amir tersebut
apabila NJOPTKP sebesar Rp 10.000.000.-
Jawab :
Nilai tanah per m2 = Ey.%0.000.0600/500 = Rp.180.000,- <>konversi
Skelas A.26 : NJOP = Rp.200.000,-/m2
Nilai bangunan per mi = Rp.37.500.000/150 = Rp.250.000,-

Skonversi 2kelas A.11 : NJOP = Rp.225.000,~/m2

NJOP tanah : 500 x Rpﬁ.(}{%.(}(}(},- = Rp.100.000.000,-

NJOP bangunan : 150 x &p.225.000,- = Rp. 33.750.000,-

NJIOP tanah dan bangunas = }p.133.750.000,-
NJOPTKP =Rp. 10.000.000,-
NJOP uniuk perhitungan PBB = Rp.123.75C.000,-
PBB = 0,5% x 20% x Rp.123.750.000.- =Rp. 123.750,-

2. Asiong seorang pedagang memiliki properti harta tetap dengan
rincian sebagai berikut :
Luas tanah : 500m2; nilai tanah : Rp.1.750.000.000.-

Luas bangunan : 400mw:2; nilai bangunan : Rp.600.000.000,-
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Hitung besarnya PBB atas properti Asiong tersebut bila NJOPTKP
sebesar Rp.10.000.000,-

Jawab :

Nilai tanah per m2 = Rp.1.750.000.000/500 = Rp.3.500.000,-
Skonversi rkelas B.50 - NIOP = Rp.3.375.000.-/m2

Nilai bangunan per m2 = Rp.600.000.600/400 = Rp.1.500.000.-
Stkonversi ~kelas 13.20 . NJOP = Rp.1.516.000,-/m2

NJOP tanah : 500 x Rp. 3.375.000,- =Rp.1.687.500.000,-

NJOP bangunan : 400 x Ep.1.516.000,- = Rp. 606.400.000,-
NJOP tanah dan bangunan = Rp.2.293.900.000,-

NJOPTKP =Rp. 10.000.000.-
NJOP untuk perhitungan FBB = Rp.2.283.900.000,-
PBB 0.5% x 40% x Rp.2.283.900.000,- =Rp.  4.567.800.-

. Ibu Waii memiiki sebuah toko, nilai tanah dan bangunannya beragam
dengan rincian sebagai berikut :

Luas tanah 1 : 3.000m2; nilainya : Rp.2.100.000.000,-

Luas tanah 2 ; 5.000mw2; nitainya : Rp.3.000.000.000,-

Luas bangunan 1 : 1.500m2; nilainya : Rp.275.000.000,-

Luas bangunan 2 : 2.00¢m2; nilainya : Rp.600.000.00C,-

Hitung besamya PBED atas :wk.o Ibu Wati tersebut apabila NJOPTKP

sebesar Rp10.000.600



28

Jawab :
Luas tanah | dan 2 = 8.000m2; nilainya : Rp.5.100.000.000.-
Nilai tanah per mZ = E?;p.S.IO0.000.00%)/S.OOO = Rp.637.500,-

Skonversi kelas A.17 : NJOP = Rp.614.000,-/m2

Luas bangunan 1 dan 2 = 3.500m2; nilainya : Rp.975.000.000,-
Nilai bangunan per m2 = Rp.975.000.000/3.500 = Rp.278.571,-

Skonversi Ykelas A.G : WIOP = Rp.310.000,-/m2

NIJOP tanah ; 8.000 x Ep.614.000,- = R.4.912.000.000.-

NJOP bangunan : 3.500 x Rp.310.000 = Rn.1.085.000.000,-

NJOP tanai dan bangunan = Rp.5.997.000.000,-
NIJOPTKP =Rp. 10.000.000,-
NIOP untuk perhitungan PBE = Rp.5.987.000.000,-

PBB = 0,5% x 40% x p.5.987.000.000,-= Rp 11.974.000.-

2.3.6 Tahun, Saat dan Tempat Pajak Terutang
1. Tahun Pajak - satu tahun takwin,
7. Saat Pajak Terutang  : keadaan objek pajak per 1 januari.
3. Tempat Pajak Terutang :
a. wilayah DKI Jakarta dan kabupaten/kota tempat objek pajak.

b. kabupaten/kota tempat objek pajak.



2.4 Pendaftaran dan Pendataan Obick Pajak dan Subjek Pajak

2.4.1 Pendaftaran Ohjek Pajak dap Subjek Pajak

I.

2.

ted

[

Wajib Pajak Aktif

Menggunakan Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP)} yang
dapat diperolch pada :

a. Kantor Pelayanan PBI atau KPP Pratama

b. Dinas Pendapatan Daerah

¢. Kantor Camat atau kanior Lurah

d. Tempat fain yang ditunjuk

SPOP harus diisi :

a. Jelas, benar dan lengkap

b. Ditandatangani oleh Wajib Pajak/Kuasanya

SPOP dikirim kembali ke KPPBB atau KPP Pratama untuk
diproses dengan melampirkan bukti-bukti pendukung, seperti :

a. Sketsa/denah objel. pajak.

b. Fotokopi KTP dan MNPWP.
c. Fotokopi sertifikat turah.
d. Fotokopi akia jual belt.

e. Atau bulsti pendukung lainnya.

KPPBB (sekarang KPP Pratama) memproses SPOP
Meneliti data isian SPOP

Meng-entri data isian tersebut

Mencetak data keluaran berupa :

29
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a. Surat Pemberitabiuan Pajak Terutang (SPPT)
b. Surat Tanda Terima Sztoran (STTS)

c. Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP)

2.4.2 Pendataan Objek Pajak dan Sabjek Pajak

i

2.

(8

Fiskus (Aparat PBB) aktil melakukan pandataan ke lapangan.

Alternatif cara pendatazn yang digunakan ada 4:

a. Pendataan dengan cara pemyampaian dan pemantauan
pengembalian SPOI

b. Pendataan dengan cara identifikasi objek dan subjek pajak.

c. Pendatzan dengan cara verifikasi objek dan subjek pajak.

d. Pendataan dengan cara pengukumn objek pajak.

Alat yang digunakan : SPOP, alat ukur dan alat tulis kantor.

Hasil pendataan :

a. Peta yang terdiri dari : Peta Blok, Peta Zona Nilai tanah, Peta
Kelurahan/Desa

b. SPOP yang telah diisi dan ditandatangani WP

Barangsiapa karena kealpzannya :

I.

Tidak mengembalikan menyampaikan SPOP kepada Dirjen
Pajak.
Menyampaikan SPOP tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap

dan/atau melampirkan keierangan yang tidak benar.



Sehingga menimbulikan kerugian pada negara, dipidana dengan
pidana kurungan selama-lamanya 6 (emam) bulan atau denda
setinggi-tingginyva sebesar 2 (dua) kali pajak yang terutang.
Barangsiapa dengan sengaja .

1. Tidak mengembalikan/menyvampaikan SPOF ke Dirjen Pajak.
2. Menyampaikan SPOP teiapi isinya tidak benar atau tidak lengkap

dan/atau melampirkan keterangan yang tidak benar.

a3

Memperlihatkan surat palsu atav dipalsukan atau dokumen lain
yang palsu atau c‘iipai.sukm seolah-olah benar.
4. Tidak memperlihatian atau tidak meminjamkan surat atau
dokumen lainnya.
5. Tidak menunjukan data atau tidak menyampaikan keterangan
yang diperlukan.
Sehingga menimbulkan kerugian pada negara, dipidana dengan
pidana penjara selama-famanya 2 (dua) tahun atau denda setinggi-

tinginya sebesar 5 (lima) kali pajak yang terutang.

2.5 Dasar Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan
2.5.1 Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT)
Surat Pemberitahuan Pajak  Terutang (SPPT) adalah Surat
Keputusan Kepala Kanies Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan

mengenai pajak terutang.yang harus dibayar dalam 1 (satu) tahun pajak.



1. Hak Wajib Pajak

A,

b.

13

Menerima SPPT PRE untuk setiap tahun pajak.

Mendapatkan penjelesan berkaitan dengan ketetapan PBB dalam
hal Wajib Pajak meminta.

Mengajukan keberatan dan/atau pengurangan.

Mendapatkan Surai Tanda Terima Setoran (STTS) PBB dari
Bank/Kantor Pos dan Giro Tempat Pembayaran PBB yang
tercantum pada SPPT, atau

Mendapatkan Resifsirul. ATM/bukti pembayaran PBI lainnya
(sebagai bukti pelunasan pembayaran PBB yang sah sebagai
pengganti STTS) dalam hal pembayaran PBB dilakukan melalui
fasilitas ATM/fasilitas perbankan elekironik lainnya, atau
Mendapatkan Tanda Terima Sementara (TTS) dari petugas
pemungut PBB Kelurahan/Desa yang ditunjuk resmi dalam hal

pembayaran PBB dilakukan melalui petigas pemungut PEB.

2. Kewajiban Wajib Pajak

a. Mengisi Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) dengan jelas,

benar dan lengkap, dan menyampaikan ke KPP Pratama/KP2KP
setempat, selambat-lambatnya 30 (liga puluh) hari sejak tanggal
diterimanya SPOP olch subjek pajak.

Menandatangani bukii tanda terima SPPT dan mengirimkannya

kembali kepada [Lurah/Kepala Desa/Dinas Pendapatan
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Daerah/KP2KP untuk diteruskan ke KPP Pratama yang
menerbitkan SPPT.
c. Melunasi PBB pada Tempat Pembayaran PBB yang

telah ditentukan.

2.5.2 Surat Ketetapan Pajak (51}

Surat Ketatapan Pajek (SKP) adalah Surat Keputusan Kepala
Kantor Pclayanan Pajak Pratama vang memberitahukan besarnya pajak
vang terutang termasuk denda administrasi, kepada Wajit Pajak (WP).
Penerbitan suatu Surat Keiwetapan Pajak (SKP) hanya terbaias kepada
Wajib Pajak fertentu yang disebabkan oleh ketidakbenaran dalam
pengisian SPT atau karena ditemukannya data fiskal yang tidak
dilaporkan oleh WP. Terdapat beberapa jenis Surat Ketetapan Pajak
(SKP), diantaranya :

a. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Adalah surat
ketetapan pajak vang menentukan besarnya jumnlah pokok paiak,
jumiah kredit pajak, jumiah kekurangan pembayaran pokok pajak,
besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus
dibavar.

b. Surat Ketetapan Pagjak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT)
Adalah surat keietapan pajak yang meneniukan iambahan atas
jumlah pajak yang tclah ditetapkan sebelumnya.

c. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) Adalah surat

ketetapan pajak vang menentukan jumlah kelebihan pembayaran



34

pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang
terutang atau tidak seharusnya terotang.

d. Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN) Adalah surat ketetapan pajak
yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnva dengan
jumlah kredit pajak amu pajak tidak terutang dan tidak ada kredit

pajak.

2.5.3 Surat Tagihan Pajak (8TP)

Surat Tagihan Pajak (STP) adalah surat yang diterbitkan oleh
Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama untuk melakukan tagihan pajak
vang terutang calam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) atau
Surat Ketetapan Pajak (SKP) yang tidak atau kurang dibayar setelah
lewat jatuh tempo pembayaran dan atau denda administrsi. Penerbitan
Surat Tagihan Fajak (STP) terjadi apabila :

I. Pajak Penghasilan dalara tahun berjalan tidak atau kurang dibayar.

7. Dari hasil penelitian terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai
akibat salah tulis dan/atau salah hitung,.

3. Wajib Pajak dikenai sanksi adminisirasi berupa denda dan/atau
bunga.

4. Pengusaha yang telah dikukubkan sebagai Pengusaha Kena Pajak,
tetapi tidak membuat faktur pajak atau membuai faktur pajak, tetapi
tidak tepat waktu.

5. Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak

yang tidak mengisi fakiur pajak secara lengkap, selain :
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a. Identitas pembeli, arau

b. ldentitas pembeli serta nama dan iandatangan, dalam hal
penyerahan dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak pedagang
eceran.

Pengusaha Kena Pajak melaporkan faktur pajak tidak sesuai dengan

masa penerbitan faktur pajak atau

Pengusaha Kena Pajak gagal berproduksi dan telab diberikan

pengembalian Pajak Masukan.

2.6 Tata Cara Pembayaran dan Peragihan PBB

2.6.1 Pembayaran PBB

I

2

Ll

Wajib Pajak langsung melakukan pembayaran ke Bank Tempat
Pembayaran (Bank TF) éﬁau Kantor Pos Tempat Pembayaran
(Kantor TP) dengan membawa SPPT asli. Setelah pembayaran WP
akan memperoleh Surai Tanda Terima Setoran (STTS) asli yang
telah diregister oleh Pejabat Bank/Kantor Pos TP.

Wajib Pajak dapat mengirimkan vang (transfer) melalui Bank
maupun Kantor Pos ke rekening Kas Negara qq. PBB (nama
rekening Kas Negarz unwk penerimaan PBB).

Wajib Pajak dapat membayar melalui petugas pemungut yang
ditunjuk. Dari petugas, Wajib Pajak akan menerima Tanda Terima
Sementara (TTS). Petugas akan menyetorkan uang yang diterimanya

dari WP ke Bank/Kanior Pos TP dan menerima STTS asli yang
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kemudian harus dikirimkannva (dikembalikan) kepada Wajib Pajak
yang telah membayar.
2.6.2 Penagihan PBB
Jatuh tempo SPPT adaiah 6 (enam) bulan. Pembayaran setelah
lewat jatuh tempo WP akan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga
sebesar 2% per bulan maksimum 24 bulan (48%). Setelah jatuh tempo
dan WP belum juga membavar PBB akan dikeluarkan Surat Tagihan
Pajak (STP) yang jatuh temponya 1 (satw) bulan. Kemudian berturut-
turut akan dikeluarkan Sura: Paksa (SP), Surat Perintah Melakukan
Penyitaan (SPMP) dan akhirnya barang sitaen akan dilelang untuk
membayar PBB (Tata Urutan Penagihan diatur lebih lanjut dalam

Undang-undang Penagihan Pajak).



2.7 Kerangka Pemikiran

Gambar 2.1

Kerangkas Pemikiran

KPP Pratama
Jakarta Matraman

!

Pajak
Bumi dan Bangunan
(Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994)

! ! !

Tunggakan Pokok Realisasi Pokok

Pokok Ketetapan
P Ketetapan Ketetapan

PBa PEB PBB

¢
Analisic Tunggakan
Pokok Ketetapan
PEB

Sumber : data diolah oleh penulis
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Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, dasar pznelitian ini adalah untuk
menganalisis tunggakan pokok ketctapan Pajak Bumi dan Bangunan dalam
rangka pencairan tunggakan pekek ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan.
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Matramen melakukan pendataan
objek Pajak Bumi dan Bangunan umiuk menentukan pokok ketetapan Pajak
Bumi dan Bangunan, menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang
(SPPT), menagih Pajak Bumi dan %3=as‘£gu_ﬂan bila ada Wajib Pajak yang belum
membayar, dan menentukan upaya vang dilakukan dalam rangka pencairan

tunggakan.



